PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . RINI TRININGSIH, S.H.,M.Hum
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PONCO HARTANTO, S.H.M.H.
Jabatan - KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pinak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supenvisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinera dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Semarang, Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO

(RINI TRININGSIH, 5.§.,M.Hum)




PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1,
2.

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl. air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru

- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industn kreatif. dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri,

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi politk, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

iHDi
E

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat 945,
Pelayanan Publik dan

Penyuluhan Hukum

| 2 |Meningkalnya  Efeklivitas ' Tingkat Keberhasilan Penanganan ‘"Bﬂ% B

e C— e

FPenegakan Hukum dan | Perkara Pidana Umum yang
Keadilan Melalui Transforrmasi |Mema~nuhiPrinsip Keadilan | |




Hu Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target '
' ' Sistemn Penuntutan | Penanganan Perkara Pidana Khusus | 80%
| dan TPPU yang Memenuhi Prinsip
Feadilan
e L S e —— ——
3 | Meningkalnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan 84% I
Penyelamatan dan Pemulihan | dan Pemulihan Aset Negara |
|
A Adet _F'enyalamatan cl_an Tingkat Penyelesaian Penyelamatan '
| Pengembalian Kerugian : : |
Netini dan Pengembalian Kerugian Negara | 80%
o Malalui Jalur Pidana dan Perdata
4 |Menguainya Tata Kelola | pyja; Evaluasi Internal SAKIP 76%
. | Organisasi  yang  Optimal, —— e S0
| l_}'_r_q_r!sparan dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran _ .

No| - Program | Anggaran |
' 1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.347.350.000,00
2 | Program Dukungan Manajemen | Rp.12.672.425.000.00

Rp. 14.019.785.000,00

I Jumilah

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Masional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

€. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republix Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah

3. Pelaksanaan Tugas Direktif

Semarang, Januari 2025,

Pihak Kedua.

Fihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
7 “SUKOHARJO,

Nt e

(RINFTRININGSIH. S H|M.Hum)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AJI RAHMADI, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA SEKSI| INTELLEN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama - Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKS! INTELIEN,

(AJI RAHMADI, 5. H{ M.H.}




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pamuda, dan penyandang disabilitas,

- Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negen.

. Membangun dar desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

[Hu

Sasaran Program indikator Kinerja Target |
1 | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan operasi
oparasi intelijen yang | inteljen yang berkaitan dengan
berkaitan dengan bidang | bidang Ideologi, Politik, Pertahanan 90%
Ideclogi, Politik, Pertahanan | dan Keamanan
dan Keamanan
2 | Meningkatnya pelaksanaan Persentase pelaksanaan Operasi

Operasi Intelijen yang Intelijen yang berkaitan dengan
berkaitan dengan bidang bidang sosial, budaya dan Q0%
sosial, budaya dan kemasyarakatan

kemasyarakatan

.




No Sasaran Program Indikator Kinarja Target
3 | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi
Operasi Intelijen  yang | Intelijen yang berkaitan dengan
berkaitan dengan bidang | bidang ekonomi dan keuangan 80%
ekonomi dan keuangan
4 | Meningkatnya ‘kegiatan | Persentase Kegiatan Pengamanan
Pengamanan Pembangunan | Pembangunan Strategis a90%
otrategis
5 | Meningkatnya operasi | Persentase pelaksanaan Operasi
intelijen yang berkaitan | Inteljen yang berkaitan dengan
dengan teknologi informasi | teknologi informasi dan produksi | 0%
dan produksi intelijen intelijen
6 | Meningkatnya kualitas dan | Persentase lembaga/ pihak yang
kuantitas penyuluhan dan | diberi penyuluhan dan penerangan | o9
penerangan hukum hukum
7 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan terhadap |ayanan
terhadap layanan | penyuluhan dan penerangan hukum | gpes
penyuluhan dan penerangan
hukum
No | Kegiatan Anggaran
1 | Kegiatan Penerangan hukum di jaksaan | a
P b ' Rp 38.976.000
Neger
2 jatan Penyuluhan hukum di Kejaksaan
e _ 4 i Rp 52.400.000
MNegen
3 | Kegiatan / operasi Intelijen Penyelidikan,
Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Rp 40.000.000
- Negen
4 jatan pengawasan aliran kepercayaan S
ey . 4 Rp 58.008.000
masyarakat di Kejaksaan Negerni
5 I1"Z:.=1nll:luall'l':né-'amli korupsi di Kejaksaan Negeri Rp 20.000.000
Jumilah Rp 209.384 000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negen.
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.




2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI INTELLEN,
e, SUKOHARJO,

— o



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BENI PRIHATMO, S.H., M.H.

Jabatan ;. KEPALA SEESI TINDAK PIDANA UMUM
Selanjulnya disebut pihak pertama

Nama ¢ Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S H., M.H.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJOD

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HEF’ALA HEJAI{E.IN.AH NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(BENI PRIHATMO, S H.,, MH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2,

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesahatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industnialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dan desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberaniasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumal beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Penyelesaian i
penanganan perkara Tindak | Persentase perkara yang

1 | Pidana  Umum  tertentu | diselesalkan berdasaran keadilan | 70%
berdasarkan keadilan | restoratif
restoratif

2 | Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- 80%
Perkara Tindak Pidana Penuntutan
umum e ey i e, —

Persentase perkara tindak pidana
umum vyang diproses hingga 80%




No Sasaran Prugm;m Indikator Hinurjn Target
' '  Penuntutan o

Persentase perkara tindak pidana
umum yang in  krachl van | goq.
gewusjderaak (Berkekuatan hukum

tetap) yang telah dieksekusi
3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan  masyarakat
masyarakat terhadap |terhadap layanan hukum bidang | qeo

layanan hukum bidang tindak | tindak pidana umum
pidana umum

No Kegiatan Anggaran

1 | Penanganan Perkara Pidana Umum Dalam Rp 383.250.000
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada
Kejaksaan Negeri

2 | Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum | Rp 215.833.000
dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan
Eksekusi
Ruﬂnr:am Justice Tindak Pu:lana Urnurn Rp 9.264.000

" Jumiah B Rp 618.347.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Masional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrnan/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(BENI PRIHATMO, SH., M.H )




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BEKTIWICAKSONO, S H., MH,
Jabatan . KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. TITIN HERAWATI UTARA, SH., MH.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo , 28 Juli 2025

Pihak Kedua, Pi

ALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,

. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, preslasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilal tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

No
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat 100%

Pidana Korupsi dan TPPU Persentase perkara tindak pidana
secara Transparan,

' korupsi dan TPPU yang
| Akuntabel dan Profesional dlates cli-on oada tahe a0

penyelidikan

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang | 100%
diselesaikan pada tahap penyidikan




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
B N Persentase Perkara lindak pidana | |
korupsi dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap pra | 100%
penuntutan
Persentase perkara tindak pidana i
korupsi dan TPPU yang | 100%
diselesaikan pada tahap penuntutan
Persentase Perkara tindak Pidana
Korupsi dan TPPU yang telah | ggu
diecksekusi
Persentase pengembalian kerugian
keuangan negara melalui jalur | goog
Pidana Khusus
2 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase Perkara Tindak Pidana
Penanganan Perkara Tindak | Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pidana Khusus, (Kepabeaan, | Pajak) dan TPPU yang diselesaikan | 0%
Cukai dan Pajak) dan TPPU | pada tahap pra penuntutan
Secam "“’_”::j’““- akuntabel 5o centase Perkara Tindak Pidana
dan profesio Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan
pajak) dan TPPU yang diselesaikan | 90%
pada tahap penuntutan
Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU yang telah | 90%
dieksekusi
No  Kegiatan Anggaran
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi,
1 oo SR Rp 77.679.000
Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi,
2 = _ Rp 141.940.000
Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, " i
3 | dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Pada Rp 128.530.000
Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan
Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi,
TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya
4 , _ Rp 11.080.000
yang Terpidanya Ditahan Dalam Rumah
Tahanan
Jumiah Rp 350.229.000 |




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo , 28 Juli 2025

Pihak Kedua, ertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
___ SUKOHARJO,

PALA SEKSI TINDAK PI
KHUSUS,

CAKSONO, SH., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama © ARIF YULI HARYANTO, S H.

Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S H., MH.

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 28 Juli 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,
SUKOHARJO, % R
e ——
AWATI UTARA, S H., (ARIF YULI HARYANTO, S.H.)

M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetlaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.
Membangun dar desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberaniasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serla memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  optimalisasi | Indikator Kinerja Pelaksanaan
| realisasi anggaran kejaksaan | Anggaran (IKPA) 85%
RI
| 2 | Meningkatnya kuantitas dan | Persentase sarana dan prasarana | 85%
kualitas sarana dan sesual standar kebutuhan
prasarana yang mendukung
kinerja Kejaksaan RI
3 | Meningkatnya tertib | Tingkat pemenuhan inventarisasi | B85%
penyelenggaraan tata kelola | dan pelaporan Barang Milik Negara
asel
- — — - = —




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

4 | Meningkatnya kepuasan | Persentase kepuasan terhadap
masyarakat terhadap layanan | layanan hukum dari masing-masing | gqq,
hukum Satker

No Kegiatan Anggaran
Layanan Umum Rp 30.000.000

2 | Layanan Perkantoran Rp 12.472.425.000
Layanan Sarana Internal Rp 170.000.000

Jumiah Rp 12.672.425.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
HEF'ALA HEJAKE-MH NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

)

F——

G (ARIF YULI HARYANTO, S.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . IWAN DARMAWAN, S5.H.
Jabatan : KEPALA SEKS|I PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI

Selanjulnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S H., MH.
Jabatan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian panghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 28 Juli 2025

Pihak Kedua. Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET
e ARJO, DAN PE?;IQELM BB,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia {(SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam neger

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pembearantasan korupsi dan narkoba,

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serla peningkatan toleransi antarumal beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja | Target
1 | Meningkatnya penyelesalan | Persentase =~ penyelesaian |
penyelamatan dan | penyelamatan aset negara 75%
pemulihan aset

Persentase penyelesaian pemulihan 'l
aset negara . 80%

2 | Meningkatnya

pemulihan aset

kepuasan | Indeks kepuasan pemanghu

pamangku kepentingan | kepentingan terhadap penyelesaian |
terhadap penyelesaian | penyelamatan dan pemulihan aset 90%
penyelamatan dan




No Kegiatan Anggaran
1 | Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Rp 80.000.000
barang bukfi/sitaan/rampasan
Jumiah = Rp 80.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Stralegi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkiiffinstruksi Jaksa Agung.

Fihak Kedua,

1 o
. 5
e —
=

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET
DAN FPENGELOLAAN BB,

W

WAN, S H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY ABDILLAH, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKS|I PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak partama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S H, MH.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA RA,

(DEDY ABDILLAH, S H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

C. KINERJA UTAMA

No
1

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, preslasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkual
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapail
masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang
Penyelesaian perkara | diselesaikan melalui jalur Litigasi 80%

Perdata dan Tata Usaha
Megara

Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan melalui jalur Non
Litigasi

Persentase perkara Tata Usaha
Negara yang diselesaiakan melalu 80%
jalur Litigasi

BO%




3

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2 | Meningkatnya pengembalian | Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata 805
melalui jalur perdata
"3 | Meningkatnya pelaksanaan |Jumiah kegiatan pertimbangan
kegqgiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum dan 80%
perimbangan hukum, | tindakan hukum lain
pelayanan hukum dan
tindakan hukum lain
4 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan  masyarakal
masyarakat terhadap |terhadap layanan hukum perdata | gqo
layanan pertimbangan | dan tata usaha negara
hukum, pelayanan hukum
dan tindakan hukum lain
No Kegiatan Anggaran
"1 | Layanan Informasi dan Pela Hukum
w e Rp 7.200.000
Gratis di Kejaksaan MNegeri
Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Negeri Rp 6.000.000
Perimbangan  hukum/  pendampingan -
hukum/bantuan hukum yang  dilakukan Rp 13.200.000
Kejaksaan Negeri
4 | Pendampingan hukum pengelolaan dana desa
i o Rp 24.000.000
di Kejaksaan Negeri .
5 | Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha |
9 _ Rp 30.000.000
Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri
Jumiah o _‘_ Rp B0.400.000

—

D. PRIORITAS NASIONAL

=

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.




Pihak Kedua,

AkA KEJAKSAAN NEGERI

Sukoharjo, 28 Juli 2025
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USA RA,

(DEDY ABDILLAH, S.H.)



